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ABSTRAK
[image: ] Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dalam konteks perubahan kebijakan pendidikan nasional yang mengedepankan fleksibilitas dan kearifan lokal. Kurikulum Merdeka yang resmi diberlakukan secara nasional mulai tahun ajaran 2024/2025 menekankan pada pengembangan kompetensi, karakter, serta penguatan nilai-nilai budaya melalui muatan lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum sebagai sumber utama data, serta ditunjang oleh studi literatur dari berbagai referensi relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di SMA wilayah Padang Utara telah dilakukan secara bertahap dengan fokus pada perencanaan kurikulum berbasis konteks lokal, pembentukan Tim Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP), serta integrasi nilai-nilai kultural Minangkabau melalui muatan lokal Keminangkabauan. Kendati demikian, sejumlah tantangan tetap dihadapi, seperti kesiapan guru, adaptasi terhadap pendekatan baru, serta keterbatasan infrastruktur. Secara keseluruhan, penerapan Kurikulum Merdeka di tingkat SMA di Padang Utara mencerminkan upaya sinergis antara kebijakan nasional dan karakteristik lokal, yang apabila dikelola dengan baik, berpotensi memperkuat kualitas pendidikan secara holistik. 
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1. PENDAHULUAN
Pendidikan menengah atas memegang peran strategis dalam membentuk fondasi akademik dan karakter peserta didik sebelum mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau memasuki dunia kerja. Di Indonesia, jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan tahap krusial dalam mempersiapkan generasi muda yang unggul, adaptif, dan siap bersaing di era global. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem pendidikan nasional telah mengalami berbagai reformasi kurikulum sebagai respons terhadap dinamika sosial, budaya, dan tuntutan pembangunan nasional yang terus berkembang. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah melakukan dua belas kali perubahan kurikulum, dimulai dari Rentjana Pelajaran 1947 hingga reformasi terbaru melalui penerapan Kurikulum Merdeka. Perubahan-perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyempurnakan kualitas pendidikan agar selaras dengan kebutuhan zaman (Fadhilah Putri & Maula, 2024). 
Kurikulum Merdeka, yang diperkenalkan secara bertahap sejak tahun ajaran 2021/2022 dan ditetapkan sebagai kurikulum nasional pada tahun ajaran 2024/2025, menandai pergeseran signifikan dari pendekatan sentralistik menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dan guru untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan karakteristik serta potensi peserta didik, dengan penekanan pada pengembangan kompetensi, karakter, dan soft skills yang dibutuhkan di abad ke-21 (Siregar & Iqbal, 2024).
Meskipun menawarkan banyak keunggulan, implementasi Kurikulum Merdeka tidak lepas dari tantangan. Kesiapan guru, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya pelatihan komprehensif menjadi kendala utama dalam proses transisi ini. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan terhadap kapasitas tenaga pendidik serta penguatan sarana dan prasarana menjadi hal yang krusial untuk memastikan keberhasilan kurikulum ini (Miftahudin, dkk., 2024). Salah satu kekuatan Kurikulum Merdeka adalah kemampuannya untuk mengakomodasi kekhasan lokal dalam pembelajaran. Hal ini terefleksi dalam kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya Minangkabau atau Keminangkabauan ke dalam muatan lokal di berbagai jenjang pendidikan. Sejak semester genap tahun ajaran 2024/2025, muatan lokal Keminangkabauan diajarkan secara mandiri dengan tujuan untuk melestarikan identitas budaya di tengah arus globalisasi. Inisiatif ini juga sejalan dengan nilai-nilai Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang menjadi filosofi pendidikan khas daerah. Muatan lokal ini diperkuat secara hukum melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, serta Peraturan Wali Kota Padang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kurikulum Lokal untuk satuan PAUD dan pendidikan dasar. Implementasi kebijakan tersebut mencerminkan sinergi antara kurikulum nasional dan kekayaan budaya lokal yang menjadi ciri khas pendidikan di Sumatera Barat.
Dalam konteks geografis yang lebih spesifik, Kecamatan Padang Utara sebagai bagian dari Kota Padang turut mengambil peran dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Kajian terhadap implementasi kurikulum di wilayah ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana kebijakan kurikulum dapat diterapkan secara efektif pada tingkat sekolah menengah atas. Pendekatan yang terfokus pada level kecamatan memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai tantangan, strategi adaptasi, dan dampak dari perubahan kurikulum terhadap kualitas pembelajaran di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dalam konteks perubahan kebijakan pendidikan nasional yang mengedepankan fleksibilitas dan kearifan lokal.

Jenis Artikel
Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan yang menerapkan metode observasi langsung, dilakukan di sebuah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan padang utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data faktual dan mendalam terkait kondisi lapangan yang relevan dengan topik yang dibahas. Artikel ini disusun berdasarkan temuan observasi yang diperkaya dengan kajian pustaka dari sumber-sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen resmi, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan mengintegrasikan data empiris dan referensi teoretis, artikel ini menyajikan analisis yang komprehensif.

2. KAJIAN TEORI
Pengertian Kurikulum
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan peraturan yang memuat isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Secara etimologi, istilah "kurikulum" berasal dari bahasa Latin "curir" yang berarti pelari, dan "curere" yang berarti tempat berlari. Awalnya digunakan dalam dunia olahraga Romawi kuno, kurikulum diartikan sebagai suatu arah yang harus ditempuh pelari dari awal hingga akhir. Secara terminologi, kurikulum diartikan sebagai sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik untuk mencapai tujuan Pendidikan (Fry et al., 2012). 
Kurikulum dapat dimaknai secara sempit maupun luas. Dalam arti sempit, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti atau diambil siswa untuk menyelesaikan pendidikan pada lembaga tertentu. Sementara itu, dalam arti luas, kurikulum mencakup semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mengikuti pendidikan pada jenjang tertentu. Upaya pemberian pengalaman belajar ini dapat berlangsung di dalam maupun di luar kelas, baik yang dirancang secara tertulis maupun tidak, dengan tujuan utama membentuk lulusan yang berkualitas. Kurikulum juga mencakup serangkaian metode belajar mengajar, cara mengevaluasi siswa, program bimbingan dan penyuluhan, supervisi, administrasi, serta struktur yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan pemilihan mata pelajaran. Sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar, perancangan kurikulum harus dilakukan secara cermat untuk memastikan kualitas lulusan (Rahmawati et al., 2023).

Dasar Hukum dan Kebijakan 
a) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)


Peraturan ini merupakan pembaruan dari PP Nomor 19 Tahun 2005 dan menjadi landasan hukum yang mengatur delapan standar pendidikan nasional yang harus dipenuhi setiap satuan pendidikan. Standar-standar tersebut meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pendidikan. PP ini memberikan landasan hukum bagi implementasi Kurikulum Merdeka, dengan menyesuaikan standar pendidikan nasional agar lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman. Selain itu, PP 57/2021 juga memperkuat otonomi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional dan mendorong pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik.

b) Buku Panduan Merdeka Belajar: Episode Pertama (2020)
Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dokumen ini menjelaskan konsep dan kebijakan awal program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Panduan ini memperkenalkan empat kebijakan pokok awal Merdeka Belajar: (1) penggantian Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, (2) penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), (3) fleksibilitas dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan (4) penghapusan batasan jumlah peserta didik per rombongan belajar. Buku panduan ini menjadi tonggak awal transformasi pendidikan nasional menuju paradigma pendidikan yang lebih merdeka, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik, yang kemudian berkembang menjadi Kurikulum Merdeka.

c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan ini merupakan perubahan atas Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 yang mengatur tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada Kurikulum 2013. Permendikbud ini menyempurnakan rumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk semua mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan khusus. Meskipun saat ini telah bertransformasi menuju Kurikulum Merdeka, Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 masih menjadi referensi penting dalam masa transisi kurikulum, khususnya bagi satuan pendidikan yang belum sepenuhnya mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

d) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024
Regulasi ini secara resmi menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional Indonesia, menggantikan Kurikulum 2013 secara bertahap mulai tahun ajaran 2024/2025. Peraturan ini mengatur implementasi kurikulum yang berpusat pada peserta didik, menekankan pembelajaran berbasis projek, pengembangan kompetensi dan karakter, serta memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan. Kurikulum Merdeka dirancang untuk mengembangkan Profil Pelajar Pancasila melalui pendekatan pembelajaran yang personalisasi, adaptif, dan integratif, mencakup semua jenjang pendidikan dari PAUD hingga pendidikan menengah dengan keterhubungan yang jelas antar jenjang. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 memberikan otonomi lebih luas kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum operasional sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal. Peraturan ini juga memperkenalkan sistem asesmen yang lebih komprehensif, mencakup asesmen formatif, sumatif, asesmen kompetensi minimum, dan penilaian berbasis kinerja melalui portofolio projek. Kurikulum Merdeka juga menekankan integrasi teknologi dalam pembelajaran, penguatan pendidikan karakter dan literasi digital, serta mendorong kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masa depan dan mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan global abad ke-21.

3. METODE, DATA, ANALISIS
Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menguraikan secara rinci pelaksanaan sistem kurikulum tingkat pusat dan daerah pada satuan pendidikan jenjang SMA. Pendekatan ini dipilih karena relevansinya dalam mengeksplorasi fenomena pendidikan dalam konteks alami tanpa intervensi, sehingga memungkinkan pemahaman mendalam terhadap dinamika yang terjadi secara kontekstual. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif bertujuan mempelajari objek dalam kondisi aslinya, dengan peneliti sebagai instrumen utama, menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di SMAN 8 Padang, yang dipilih secara purposive karena representatif dalam mengimplementasikan kebijakan kurikulum pusat dan daerah secara terintegrasi.
Data penelitian dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan untuk memperoleh wawasan kontekstual dan menyeluruh tentang realitas yang ada. Selain itu, kajian ini diperkaya dengan tinjauan literatur dari sumber-sumber ilmiah terpercaya, seperti jurnal akademik, buku referensi, serta dokumen resmi termasuk peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan mengintegrasikan data empiris dari observasi dan landasan teoretis dari literatur yang relevan, penelitian ini bertujuan menyajikan analisis yang mendalam dan bermakna.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan di SMA Pembangunan Laboratorium UNP diketahui bahwa pengelolaan kurikulum di sekolah tersebut sudah berjalan dengan baik dan mengikuti aturan dari pemerintah. Sekolah menggunakan Kurikulum Nasional yang ditetapkan pemerintah, lalu menyesuaikannya dengan kondisi sekolah dan kebutuhan siswa melalui kegiatan lokakarya yang diadakan setiap awal tahun ajaran, biasanya di bulan Mei. Hasil dari kegiatan ini kemudian diserahkan ke Dinas Pendidikan pada bulan Juni, agar bisa diterapkan saat tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli. Dalam proses pengelolaan kurikulum ini, banyak pihak yang terlibat, seperti kepala sekolah, semua guru mata pelajaran, dan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) atau sekarang disebut Tim Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP). Tim ini bertugas menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum. Selain dari sekolah, ada juga pengawas dari Dinas Pendidikan serta peran orang tua siswa yang ikut mendukung pelaksanaan kurikulum.
Pelaksanaan kurikulum dilakukan oleh Tim KSP, dan mulai aktif ketika tahun ajaran baru dimulai di pertengahan bulan Juli. Semua perangkat pembelajaran, seperti jadwal pelajaran dan rencana pembelajaran, sudah dipersiapkan sebelumnya dan disesuaikan dengan kalender pendidikan nasional. Untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, kepala sekolah membentuk tim evaluasi. Tim ini bertugas mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran setiap bulan sekali, dibantu oleh guru-guru senior. Evaluasi ini penting agar jika ada masalah, sekolah bisa segera memperbaikinya. Meskipun pengelolaan sudah berjalan dengan baik, sekolah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti guru yang belum sepenuhnya memahami kurikulum baru, yaitu Kurikulum Merdeka. Selain itu, adanya wacana perubahan kurikulum dari kementerian membuat sekolah harus cepat beradaptasi dengan aturan baru. Pengelolaan kurikulum ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Beliau bertanggung jawab mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya di kelas. Dengan pembagian tugas yang jelas dan kerjasama tim yang baik, pengelolaan kurikulum di SMA Pembangunan Laboratorium UNP bisa berjalan dengan lancar. 
Adapun alur dari sistem kurikulum sekolah hingga implementasinya dapat dijelaskan dengan gambaran sebagai berikut:
[image: ]

Pembahasan
Pengertian Kurikulum
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan peraturan yang memuat isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Secara etimologi, istilah "kurikulum" berasal dari bahasa Latin "curir" yang berarti pelari, dan "curere" yang berarti tempat berlari. Awalnya digunakan dalam dunia olahraga Romawi kuno, kurikulum diartikan sebagai suatu arah yang harus ditempuh pelari dari awal hingga akhir. Secara terminologi, kurikulum diartikan sebagai sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik untuk mencapai tujuan Pendidikan (Fry et al., 2012).
Kurikulum dapat dimaknai secara sempit maupun luas. Dalam arti sempit, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti atau diambil siswa untuk menyelesaikan pendidikan pada lembaga tertentu. Sementara itu, dalam arti luas, kurikulum mencakup semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mengikuti pendidikan pada jenjang tertentu. Upaya pemberian pengalaman belajar ini dapat berlangsung di dalam maupun di luar kelas, baik yang dirancang secara tertulis maupun tidak, dengan tujuan utama membentuk lulusan yang berkualitas. Kurikulum juga mencakup serangkaian metode belajar mengajar, cara mengevaluasi siswa, program bimbingan dan penyuluhan, supervisi, administrasi, serta struktur yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan pemilihan mata pelajaran. Sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar, perancangan kurikulum harus dilakukan secara cermat untuk memastikan kualitas lulusan (Rahmawati et al., 2023).

Dasar Hukum dan Kebijakan
Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Kota Padang didasarkan pada beberapa peraturan dan kebijakan pendidikan nasional, yang menunjukkan evolusi dari kurikulum sebelumnya hingga penetapan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional. 
a) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Peraturan ini merupakan pembaruan dari PP Nomor 19 Tahun 2005 dan menjadi landasan hukum yang mengatur delapan standar pendidikan nasional yang harus dipenuhi setiap satuan pendidikan. Standar-standar tersebut meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pendidikan. PP ini memberikan landasan hukum bagi implementasi Kurikulum Merdeka, dengan menyesuaikan standar pendidikan nasional agar lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman. Selain itu, PP 57/2021 juga memperkuat otonomi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional dan mendorong pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik.

b) Buku Panduan Merdeka Belajar: Episode Pertama (2020)
Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dokumen ini menjelaskan konsep dan kebijakan awal program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Panduan ini memperkenalkan empat kebijakan pokok awal Merdeka Belajar: (1) penggantian Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, (2) penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), (3) fleksibilitas dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan (4) penghapusan batasan jumlah peserta didik per rombongan belajar. Buku panduan ini menjadi tonggak awal transformasi pendidikan nasional menuju paradigma pendidikan yang lebih merdeka, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik, yang kemudian berkembang menjadi Kurikulum Merdeka. 

c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan ini merupakan perubahan atas Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 yang mengatur tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada Kurikulum 2013. Permendikbud ini menyempurnakan rumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk semua mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan khusus. Meskipun saat ini telah bertransformasi menuju Kurikulum Merdeka, Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 masih menjadi referensi penting dalam masa transisi kurikulum, khususnya bagi satuan pendidikan yang belum sepenuhnya mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. 

d) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 
Regulasi ini secara resmi menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional Indonesia, menggantikan Kurikulum 2013 secara bertahap mulai tahun ajaran 2024/2025. Peraturan ini mengatur implementasi kurikulum yang berpusat pada peserta didik, menekankan pembelajaran berbasis projek, pengembangan kompetensi dan karakter, serta memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan. Kurikulum Merdeka dirancang untuk mengembangkan Profil Pelajar Pancasila melalui pendekatan pembelajaran yang personalisasi, adaptif, dan integratif, mencakup semua jenjang pendidikan dari PAUD hingga pendidikan menengah dengan keterhubungan yang jelas antar jenjang. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 memberikan otonomi lebih luas kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum operasional sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal. Peraturan ini juga memperkenalkan sistem asesmen yang lebih komprehensif, mencakup asesmen formatif, sumatif, asesmen kompetensi minimum, dan penilaian berbasis kinerja melalui portofolio projek. Kurikulum Merdeka juga menekankan integrasi teknologi dalam pembelajaran, penguatan pendidikan karakter dan literasi digital, serta mendorong kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masa depan dan mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan global abad ke-21.

Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum
Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum Mekanisme pelaksanaan Kurikulum Sekolah pada jenjang SMA di Kecamatan Padang Utara adalah serangkaian proses, langkah, dan strategi yang dilakukan oleh satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebijakan nasional (khususnya Kurikulum Merdeka) serta kebutuhan lokal peserta didik. Mekanisme ini memastikan agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai melalui kegiatan belajar mengajar yang terencana, terorganisir, dievaluasi secara sistematis, dan adaptif terhadap konteks daerah.
1) Perencanaan Kurikulum
Perencanaan kurikulum merupakan tahap awal dan krusial dalam implementasi kurikulum sekolah. Proses ini dilakukan oleh Tim Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP), yang sebelumnya dikenal sebagai Tim Pengembang Kurikulum (TPK) atau tim PPK, mulai sekitar bulan Mei setiap tahun ajaran. 
a. Analisis Kebutuhan dan Konteks:1) Melakukan analisis terhadap kebutuhan peserta didik, karakteristik daerah, dan potensi lingkungan (termasuk kondisi sosial-budaya masyarakat dan ketersediaan sumber daya sekolah seperti SDM, sarana prasarana, dan pendanaan). 2) Meninjau kebijakan pendidikan nasional dan daerah Sumatera Barat. 3) Menurut Hasibuan et al. (2021), perencanaan kurikulum yang efektif harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik, kondisi sosial-budaya masyarakat, serta ketersediaan sumber daya sekolah.
b. Pembentukan Tim Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP):1) Tim dibentuk melalui SuratKeputusan Kepala Sekolah.2) Beranggotakan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru guru senior, dan perwakilan komite sekolah. 3) Bertugas menyusun, mengembangkan, dan mengevaluasi kurikulum sekolah.
c. Penyusunan Dokumen Kurikulum Operasional: 1) Perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan satuan pendidikan.2) Pengembangan struktur kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan sekolah.3) Penyusunan muatan kurikulum yang mencakup mata pelajaran wajib, muatan lokal Keminangkabauan, dan projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).4) Penyusunan kalender pendidikan sekolah berdasarkan kalender pendidikan daerah dan nasional. 
d. Validasi dan Pengesahan:1) Validasi internal oleh tim KSP dan kepala sekolah. 2)Validasi eksternal melalui konsultasi dengan pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan.3) Pengesahan dokumen kurikulum oleh kepala sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Dokumen ini diserahkan pada bulan Juni agar siap diterapkan pada tahun ajaran baru.

Implementasi Kurikulum
Kurikulum Merdeka merupakan salah satu transformasi penting dalam sistem pendidikan Indonesia, yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai respons terhadap kebutuhan pembelajaran yang lebih kontekstual, relevan, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, pengembangan karakter, serta penguatan kompetensi dasar melalui pendekatan yang fleksibel dan kontekstual. SMA di Kecamatan Padang Utara termasuk dalam wilayah yang secara bertahap mulai mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.
Implementasi dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Selain itu SMA Kecamatan Padang Utara juga mengikuti kalender pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Semua kegiatan pembelajaran telah terjadwal sesuai dengan ketentuan dalam kalender tersebut. Pelaksanaan kurikulum ini berada di bawah tanggung jawab Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP), sebuah tim khusus yang dibentuk oleh sekolah. "Panduan pelaksanaannya telah diatur oleh Dinas Pendidikan. Tim ini bertugas menjalankan kurikulum sesuai perencanaan yang telah disusun Bersama.
Implementasi Kurikulum Merdeka pada SMA di Kecamatan Padang Utara dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut, dimulai secara aktif pada awal tahun pelajaran, biasanya pada pertengahan Juli, setelah semua perangkat pembelajaran dan perencanaan kurikulum siap digunakan. 
a) Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas:1) Workshop penguatan pemahaman Kurikulum Merdeka untuk seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Ini penting untuk mengatasi tantangan pemahaman kurikulum baru. 2) Pelatihan implementasi pembelajaran berbasis projek dan pengembangan Profil Pelajar Pancasila. 3) Pendampingan oleh pengawas dan fasilitator daerah melalui program "Guru Penggerak".
b) Pengembangan Perangkat Pembelajaran: 1) Penyusunan Alat Tujuan Pembelajaran (ATP) sebagai panduan ketercapaian pembelajaran. 2) Pengembangan modul ajar yang kontekstual dan berpusat pada peserta didik.3) Perancangan pembelajaran yang mengintegrasikan nilainilai kearifan lokal Minangkabau.4) Penyusunan rencana pembelajaran dengan prinsip pembelajaran diferensiasi. 
c) Strategi Pembelajaran yang Diterapkan: 1) Project Based Learning (PBL): Peserta didik mengerjakan proyek nyata yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran, seperti proyek pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis budaya Minangkabau. 2) Problem Based Learning (PBL): Pembelajaran dimulai dengan masalah kontekstual di lingkungan sekitar, misalnya isuisu sosial dan lingkungan di Kota Padang. 3) Differentiated Learning: Pembelajaran yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.4) Blended Learning: Kombinasi pembelajaran tatap muka dan daring melalui platform digital yang disediakan sekolah. 
d) Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5): 1) Penentuan tema projek sesuai dengan konteks lokal Sumatera Barat. 2) Pelaksanaan projek dengan jadwal khusus di luar jam pelajaran reguler. 3) Integrasi nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau dalam projek. 3) Kolaborasi dengan lembaga eksternal (perguruan tinggi, DUDI, dan komunitas) dalam pelaksanaan projek. 
e) Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Keminangkabauan: 1) Alokasi 2 jam pelajaran per minggu untuk muatan lokal Keminangkabauan. 2) Pembelajaran nilai-nilai Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK). 3) Pelibatan tokoh adat dan budayawan sebagai narasumber pembelajaran. 4) Praktik langsung budaya dan tradisi Minangkabau melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Kurikulum di SMA Kecamatan Padang Utara
Pengelolaan dan implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Kecamatan Padang Utara, meskipun telah mengikuti regulasi pemerintah, tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Tantangannya cukup banyak. Namun, sekolah telah merumuskan berbagai solusi strategis untuk mengatasinya. Tantangan utama 
1. Keterbatasan Pemahaman Terhadap Kurikulum Baru 
Salah satunya adalah pemahaman terhadap kurikulum yang baru. Banyak guru belum sepenuhnya mengerti esensi, filosofi, serta tujuan mendalam dari Kurikulum Merdeka. Hal ini berimbas pada kesulitan dalam menyusun rencana pembelajaran yang adaptif, inovatif, dan sesuai dengan semangat kurikulum. Keterbatasan pemahaman ini juga mengakibatkan sosialisasi kurikulum di tingkat internal sekolah, khususnya kepada guru dan pihak terkait lainnya, menjadi kurang menyeluruh dan tidak selalu memberikan penjelasan yang lengkap dan jelas.
2. Dinamika Perubahan Kebijakan Kurikulum
Apalagi saat ini ada wacana perubahan kurikulum dari menteri yang baru, sehingga perlu adaptasi yang cukup besar. Adanya wacana perubahan kurikulum dari kebijakan kementerian yang baru menciptakan kebutuhan adaptasi yang cepat dan signifikan bagi guru serta pihak sekolah. Proses adaptasi ini membutuhkan waktu, sumber daya, dan kesiapan yang tidak sedikit, mengingat setiap perubahan kurikulum membawa implikasi pada perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran.

Solusi Strategis yang Diterapkan
SMA Kecamatan Padang Utara, bekerja sama dengan pihak terkait, mengimplementasikan beberapa solusi untuk mengatasi tantangan tersebut: 
1. Penguatan Kapasitas Pendidik Melalui Pelatihan Berkelanjutan dan Komunitas Belajar: 
Untuk mengatasi kurangnya pemahaman, sekolah secara proaktif "mengadakan pelatihan khusus tentang kurikulum baru". Pelatihan ini dirancang untuk membantu guru memahami isi dan cara menerapkan Kurikulum Merdeka secara efektif dalam pembelajaran. Selain itu, sekolah juga mendorong "pembentukan komunitas belajar profesional di kalangan guru" dan memanfaatkan "platform Merdeka Mengajar" serta "forum diskusi untuk saling berbagi". Pendekatan ini memastikan bahwa guru tidak hanya mendapatkan pengetahuan formal, tetapi juga dapat belajar dari pengalaman kolektif rekan sejawat. 
2. Sosialisasi Kurikulum yang Menyeluruh dan Terstruktur:
Meskipun tantangan sosialisasi masih ada, sekolah berupaya meningkatkan cakupannya. Melalui lokakarya awal tahun pelajaran, sekolah menyelenggarakan kegiatan untuk menyesuaikan dan merancang implementasi kurikulum, yang secara tidak langsung menjadi forum sosialisasi utama. Keterlibatan "kepala sekolah dan seluruh guru mata pelajaran," serta "tim pengembang kurikulum sekolah," memastikan informasi terdistribusi secara internal. Dari sisi eksternal, peran "pengawas dari Dinas Pendidikan" serta "orang tua dalam proses sosialisasi" turut mendukung pemahaman bersama tentang kurikulum.
3. Membangun Adaptasi Berkelanjutan dan Fleksibilitas Implementasi:
Menanggapi dinamika perubahan kurikulum, SMA Kecamatan Padang Utara mengadopsi strategi adaptasi berkelanjutan. Sekolah mengakui bahwa adaptasi terhadap kurikulum baru membutuhkan waktu dan panduan yang jelas. Oleh karena itu, implementasi dilakukan secara bertahap, dengan fokus pada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan pengalaman di lapangan. Hal ini mencakup pengembangan model pembelajaran yang sesuai konteks lokal dan dokumentasi praktik baik sebagai referensi. Fleksibilitas ini memungkinkan sekolah dan guru untuk menyesuaikan diri secara bertahap tanpa terburu-buru, memastikan bahwa setiap perubahan dapat diintegrasikan dengan matang dan efektif.
Dengan kombinasi strategi ini, SMA Kecamatan Padang Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan implementasi kurikulum, demi tercapainya tujuan pendidikan yang berpusat pada siswa dan relevan dengan kebutuhan zaman.

5. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil wawancara dan analisis, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Kecamatan Padang Utara telah berjalan secara sistematis dan terstruktur, mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sekolah ini berperan sebagai pelaksana kebijakan kurikulum nasional, namun dengan penyesuaian yang relevan terhadap kebutuhan dan konteks local.
Proses pengelolaan kurikulum di SMA Kecamatan Padang Utara mengikuti siklus yang jelas, dimulai dari perencanaan (Planning) yang dilakukan pada bulan Mei, melibatkan lokakarya penyusunan KOSP dan penyesuaian kurikulum nasional dengan kebutuhan lokal. Pengorganisasian (Organizing) dilakukan melalui pembentukan Tim Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) yang bertanggung jawab penuh, di bawah koordinasi Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum (Waka Kurikulum).
Pelaksanaan (Actuating) kurikulum dimulai aktif pada pertengahan Juli setiap tahun ajaran, dengan guru sebagai fasilitator pembelajaran yang menerapkan berbagai strategi inovatif seperti Project Based Learning (PjBL), Problem Based Learning (PBL), Differentiated Learning, dan Blended Learning. Yang menarik, implementasi ini juga mengintegrasikan muatan lokal Keminangkabauan dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), yang secara unik menggabungkan nilai-nilai filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dan kearifan lokal.
Meski demikian, SMA Kecamatan Padang Utara juga menghadapi tantangan, khususnya terkait pemahaman guru terhadap Kurikulum Merdeka yang masih memerlukan penguatan dan wacana perubahan kurikulum dari kebijakan kementerian yang baru yang menuntut adaptasi cepat. Untuk mengatasi ini, sekolah menerapkan solusi strategis melalui pelatihan berkelanjutan, pembentukan komunitas belajar guru, dan sosialisasi yang terus-menerus.
Terakhir, pengawasan dan evaluasi (Controlling) kurikulum dilakukan secara berkala, setiap bulan, oleh kepala sekolah, tim evaluasi internal, dan pengawas dari Dinas Pendidikan. Sistem ini memastikan bahwa kurikulum tidak hanya terlaksana sesuai rencana, tetapi juga terus dievaluasi dan disesuaikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang adaptif dan berkelanjutan, sambil tetap menjaga akar budaya dan karakter bangsa.
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